
a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja

Dinas Komunikasi, Inforrnatika dan Persandian telah ditetapkan

dalam Peraturan Bupati Nomor48 Tahun 2016 tentang kedudukan,

susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi,

Informatika dan Persanclian, namun berhubung adanya

penyesuaian salah satu tugas Seksi Persandian dan Layanan

PengadaanSecaraElektronik, maka Peraturan Bupati tersebutperlu

dilakukan perubahan;

b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal4 Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Lombok Timur, menyebutkan bahwa ketentuan

mengenaikedudukan, susunan organisasi,rincian tugas dan fungsi

serta tata kerja PerangkatDaerah ditetapkan dengan Peratuan Bu­
pati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Komunikasi, Tnformatikadan Persandian:,

BUPATILOMBOKTIMUR,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

Menimbang

PERUBAHANATASPERATURANBUPATTNOMOR48 TAHUN2016 TENTANG

KEDUDUKAN,SUSUNANORGANISASI,URAIANTUGAS,FUNGSI DAN

TATAKERJADINASKOMUNTKASr,INFORMATlKADANPERSANDIAN

TENTANG

PERATURANBUPATILOMBOKTIMUR

NOMOR40 TAHUN2019

BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Menetapkan: PERATURANBUPATI TENTANGPERUBAHANATAS PERATURAN

BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNANORGANISASI,URAIANTUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJADINASKOMUNlKASI,INFORMATlKADANPERSANDIAN

MEMUTUSKAN:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat
I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56
Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Ketja

Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 ten tang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4);
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Pasa13

(1)Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam
Pasall adalah sebagai berikut:
a. Sekretariat, terdiri atas:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2. Subbagian Keuangan dan Pelaporan.
b. Bidang Pengelolaan Opini dan Informasi Publik, terdiri atas:

1. Seksi Monitoring Isu Publik dan Keterbukaan Informasi;

2. Seksi Pengelolaan Informasi; dan

3. Seksi Pengelolaan Media dan Layanan Penguatan
Komunikasi Publik.

c. Bidang Layanan Infrastruktur Komunikasi dan Persandian,
terdiri atas:

1. Seksi Infrastruktur dan Jaringan Komunikasi;
2. Seksi Layanan &government dan Ekosistem Informasi

Komunikasi Kebijakan Pemerintah; dan
3. Seksi Persandian.

d. Bidang Statistik, terdiri atas:
1. Seksi Statistik Sosial Ekonomi dan Produksi;
2. Seksi Statistik Distribusi dan Jasa; dan
3. Seksi Data dan Informasi.

e. UPTD;dan

f. KelompokJabatan Fungsional.

(2)Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3)Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KepalaDinas.

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehinggaberbunyi sebagaiberikut:

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Be­
rita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 48)
diubah sebagai berikut:
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c. pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas SDM di bidang
keamanan informasi;

d. pelaksanaan layanan keamanan informasi pada sistem elek­
tronik pemerintah daerah, pelaksanaan audit TIK, penyeleng­

garaan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
e. pelaksanaan layanan penyediaan prasarana dan sarana ko­

munikasi pemerintah;

f. pelaksanaan layanan birnbingan teknis dalam pemanfaatan
sistem komunikasi oleh aparatur pemerintah; dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

si;

PasallS
(I) Seksi Persandian sebagaimana dimaksud daIam Pasal 3 ayat (I)

huruf c angka 3, mempunyai tugas melaksanakan layanan kea­
manan informasi e-qouemmeni dan layanan sistem Komunikasi

Intra Pemerintah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan layanan monitoring trafik elektronik;
b. pelaksanaan layanan penanganan insiden keamanan informa-

2. Ketentuan Pasa1IS diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(4)Masing-masing Subbagian dipimpin Kepala Subbagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(6) Struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

- 4-



BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 40

Diundangkan di Selong
pada tanggal 13 Desember 20] 9

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TI R,

&./ M. SUKIMAN AZMY

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 13Desember 2019
BUPATI LOMBOK TIMUR,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten LombokTimur.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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